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BAER 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Balakang Masalah

Bagi Megara Indonesia, yvang =susunan perekonomi-
annya dan corak kehidupan masyarakatnya masih bersifat
agraris dibuktikan dengan Jumlah penduduk Indonesia
szebagian mata pencariannya adalabh bertani maka tanah
memnpuryai fungsi yang amat penting.

Tanah menyanghkut berbagai aspek kehidupan dan
penghidupan masyarakat, bukan hanya berszifat ekonomisz
belaka tapi juga menyanghkut aspek-aspek kehidupan vyang
=ifatnya non ekonomis, karena menjadi  tanggung  Jawab
nasional baagi pemerintah untuk mewujudkan dan mengatur
tata cara serta pemanfaatan dan penguasaan atau pemilikan
tanabh pertanian sehingga pemerataan hasil-hasil tanah
pertanian  dapat dinikmati olebh selurub rakyat Indonesia
sesual pula keadilan vang telah digariskan dalam Undang-
Undzng Dazar 1945 sebagai hukum Dazar.

Kenyataan dalam masyarakat menunjubkkan bahwa pemi-
likan tanabh atau penpuaszan tanab dalam struktur  perta—
nahan dalam negara kita kini befum merata. vakni bear-
hagai dazrabh terdapat kelompok-kelompol orang vang me-
nguasail  tanah secara berlabihan. D1 pihak lain  banyak
petanit yvang tidak memilikil areal banabh pertanian sedikit-—
pun untul dijadikan tanah garapan sehingga mereka meng-—

gantungkan  kebhidupannya dari tanah oranmg  lain dengan




jalan perjanjiiam bagi hasil yang dilakukannya secara
tradisional saja {kebiasaan setempat).

Dalam hal ini biasanya pihak pemilik tanah
menentukan besarmya imbangan bagi hasil tersebut sebab
umumnya pemilik tanmah berada pada pihak yang tuat, oleh
Larena jumlah petani penggarap jauh lebih besar ketimbang
tanab garapan yang tersedia dengan hkemungkinan permintaan
untuk menogarap akan Jjanh lebib banyak garipada penawar—
an dari pemilik tanah kepada penggarap sehingga terjadi
persaingan antara panggaraf.

Perszaingan tersebut memberi peluang pemilik tanah
menentukan bagi hasil dari pihak—pibhak. Di samping itu
pemilik tanah dapat sewaktu-waktn memutuskan perijaniian
bagi hasil jika ada petani penggarap lain yang mengajukan
tawaran bagi bhasil vyang 1lebib menguntungkan  pemilik
tapah. Dilain pihak petani penggarap tidak mempunyai
kLekuatan menghadapi kenyataan tersebut karena pada  wmun—
nya petani penggarap adalah golongan ekonomi lemah (dalam
posizi yang lemnah).

Ferjanjian bagi basil dijumpai pada selurub wiila-
y=h Republik Indonesia dalam istilah vyang berbeda-beda
Fexbapd mEmpursyal tuiuan  yang =ama yakni memnber ik an
lLesempatan kepada mereka yang tidalk mempunyal tanah =en-
dirvi uptuk dikerjakan dengan bagi hasil. Besarnya imbana-
s bagi hasil pada dasrab yang =atu dengan daerab yang

lainnya tidak =selaluy =sama. Penentuan imbangan bagi  hasil

r)




diatur dalam pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 19&0 yang

berbunyi s

"{1) besarnya pembagian  hasil tanah yang
menjadi hal penggarap dan pemilik  untuk
tiap - tiap daerah swatantra tingkat II

ditetapkann aleh BupatiskKepala Daerah
Swatantra Tingkat II yang bersangkutan,

dengan menperhatikan Jenis tanaman,
keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat
Yang disisihkan sebelum dibagi dan

Faktor—-faktor ekonomis =z=erta ketentuan-—
retentuan adat setempat.

~
=L

]
=

Bupati Kepala Daerah Swatanra Tingkat 13X
memberilkan keputusannya mengenai penetapan
pEmbagian hazil tanah vang diambil menurut
ayat 1 pasal ini kepada badan pemerintah
barian dan DFRD yang berzamgkutan”

Fada umumnya petani penggarap berada pada golongan
ehkonoimi  lemab, sehingga =elalu tertindas oleh para  tuan
tanah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Untuk
mencegah  atau menghindari tetap herlangsungnya praktek-—
praktek pemerasan tersebut., maka diundangkanlah Undang-
Undang MNo. 2 Tahun 19460 tentang Pagi Ha=il Tamah Ferta-
nian.

Dalam Undang-undang tersebut telah ditegazkan pula
balmwa  perjanjian bagi hasil itu harus dilakukan sendir:
cleh  pemilik tanah dan penggarap secara tertulis  di
hadapan Kepala de=za yang s=lanjutnya harus disahkan olah
camat ataw Kepala Vecamatan yvang bherwenand.

Mabksud dan tujuan perjaniian bagi1 hasil sSecara

tertuliz  adalab  agar auvdah diadakan  pengawasan dalam




pelaksanaannya dan dengan demikian dapat diadakan tin-
dakan—tindakan pencegahan terhadap perjanjiian bagi hasil
yang merugikan penggarapnya. Hal-hal penting yang telah
diatuwyr dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1940 ialah telah
ditetapkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil minimal lima
tabun  bagi tanah kering. Juga ditetapkan bahwa besarnya
imbangan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tamahb
adalah perbandingan 1 ¢ 1 untuk tanah padi di =zawah dan
1 = 2 (2/3 bagian penggarap dan 1/3 bagian pemilik tanah)
bagi tanaman palawiia dan tanaman di tanab kering.

Mamun dalam kenyataan yvang ditetapkan didsalam UU
No. 2 tabun 1980 belum terlaksana secara efektif, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain., pengaruh
faktor kKebia=saan yang mazibh kuat, hubungan kekeluargaan
dan =sifat saling percaya mempercayal antara sesama warga
masyarakat sehingga segals sesuatunya dilakukan =ecars
lizsan <saja tanpa ada saksi-saksi.

SAlasan lain yang menjiadi latar belabkang penulis
untul memilibh bagi hasil tanah pertanian sebagai kajian
pokok di dalam skripsi inil adalah ditetaphannyas hak uzaha
bagil hasil di dalam Undang-undang No. S  Tahun 19560
(Undang-Undano tentang Feraturan Dazar Fohok-pokok  Agra-—
1"1a (UUPA) . z==ebagal hak atas tanab vang bersifat semen—
tara dan akan dibapushan dalam waktu zaingkat karena di-
pandang mengandung wnsur-unNsSwUr pemerasan.

Juga lembaga bagi has=il itn bertentangan  dengan




ketentuan dalam pasal 10 UUFPA, bahwa setiap pemilil atas
tanabh diwajibkan mengerjakan atan mEQuzahaknannya sendiri

secara aktif tanah miliknya, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

H)|

ampail seskarang hak wzaha bagi ha=zil terssbut
belum dibapuskan, sehingga secara analogi praktek-praktek
pemerazan  dalam perjaniian itu masih tetap berlangsung
sampai sekarang. Hal ini bertentangan dengan keadilan
sosial, yang terkandung dalam Undamng-Undang Daszar 1245
dan FPancasila.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
dipaparkan di atas, penulis ingin meneliti bagi hazil di
kecamatan Sajoanging dan menyajikan hasilnya dalam bentuk
tulisan ilmiah dengan topik "Tinjauan Hukum Berkenaan
Ferjanjian Bagi Haszil Pertanian di Kecamatan Sajoanging
Wajo, Setelah Berlakunya Undang-Undang No.2 Tahun 19&0"

Dizamping itu pembahazan ini dimakzudkan sebagal
suatu bahan informasi bagi masyarakat terutama  bagi
petani  penggarap  zgar dapat mengetahui  hak—-hak certa
bewajibannya di dalam mengadakan =zuatu perjanjian  bag:
hazil =zehingga mereka dapat terhindar praktek—praktek

Yang berkedolk bagi hasil.

1.2 Ratasan Masalah
Untuk menghindari kekzburan bahasan Larena luasnya
FLang linghkup penyajian  baglr hasil mak a penulis

mengadakan pembatazan terhadap hal-hal yang akan dibahasz




sebagai berkut:

&. Sejaubh manakah ketentuan-ketentuan bukum adat
setempat mengatur masalah perjanjian  bagi hasil serta
bagaimana bentuk imbangan bagi hasil yang dalam praktek
di Kecamatan Sajoanging.

b. Sejaub manakabh efektifitas Undang—-Undang MNo. 2
Tahun 19280 berlaku dalam masyarakat di Kecamatan Sajo-
anging Wajo.

. Selaub manakalh pulakah ketentuan Undang-Undang
Mo. 2 tahun 1950 mempunyai perbedaan dengan ketentuan-—
ketentuan adat setempat dalam mengatur mzxsalah bagi hasil
pertanian.

g. Faktor apakah vyang menaghambat pelaksanaan
ndang-Undang Ne 2 Tahun 1950 tersebut di Kecamatan

Szaijoanging dan bhagaimana pemecazbannysa.

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian  dalam penyusunan skripsi imi
adalah =s=ebagai berikut:

a. Fenslitian Kepuztakaan {library Research)

Fenelitian dilakukan dengan cara mempelajari berbagai

cuka dlmiab yang berkaitan dengan perjanjian bagi  hasil
itu  =ehingga dapat diperoleh landasan teori terhadap
peraturan perundang —undangan Jyang beerlaku METIQEnal
perianiian  bagi hasil. data van g diperaoaleh dissebut data

sebandar .




b. Penelitian Lapangan (Field FResearch)
Fenelitian ini dilakukan diengan cara mengadakan observasi
lokasi penelitian terhadap para peiabat Kepala Kecamatan
Sajoanging, Kepala Desa Salobulo, Kepala Desa Sakkoli,
dan Kepala Desa Barammasse, dan 47 orang dijadikan
responden dari tiap-tiap desz terzebut, data Yang

diperoleh disebut data primer.

1.4 Kegunaan dan Tujuan Penulisan

Fembahasan ini dimaksudkan untulk menberilan gambar—
an  yang menyeluruh tentang pelaksanzsr perjanjiian bLhagi
hasil tanab pertanian baik tanah baszah maupun  tanah
kering di Dasrah Kecamatan sajocanging Wajo dengan maksud:

AN oagi hasil antara

(1]

&- Untuk mengstarhui p=lakzan

1

W

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjaniian
yang diterapkan oleh pihak yang bersangkutan.

€. UUntuk dapat memberikan informasi data bagi
hasil  tapabh pertanian dan untik mengetahul =ejauh  mana

perkenbangan pelaksanaan Undang-Undang Mo. 2 tahrun 1950,

1.5 Sistematika Bahasan

Skrip=i inl dibagli dalam lima bab dan tiap -—tiap
bab terdiri dari beberaps sub bab sebagal berilut:

Fab 1 FPendahuluan
Bah ini diurailan, latar belakang mazalah, batasan masa-—

labi, meztode penelitian, tujuan dan keguanaan penelitian




dan =zistematika bahasan.
EBaby 2 Ferjanjian Bagi Ha=sil
Dalam bab ini diuraikan, pengertian, bagi hasil sebelum
dan bagi hasil setelabh berlakunya WU no. 2 tabun 19&0.
Rab I Ferjanjian Bagi Hasil setelah Berlakunya UU
MO.Z tabun 1280 81 Kecamatan Sajoanging Wajo.
Dalam bab ini diuwraikan, monocgrafi singkat Kecamatan
Sajoangiang, perjanian bagi hasil di Kecamatan Sajoa-—
nging, Jjangka waktu perjanjian bagli hasil, pembagian hasil
tznah pertanian, hak—-hak dan hkewajiaban masing-masing
pihak serta permasalabhan dan psmecahan.
Eab 4 penutup
Fada bab terakhir ini diuraikan kesimpulan dari  bab-

bab terdahbulu dan selanjutnya diberi saran.




B ABRB 2

PERIANJIIAN BAGI HASIL

2.1 Pengertian
Ferjanjian menyangkut tanah dimaksudkan SETLLA
perjanjian dimana bukan tanah vang menjadi obyeak
perjaniian melainkan tanah zebagai tempat atau  =esuatu
vang terlibat oleh perjanjian itu.
Jadi bukan hak ataz tanah yang beralih dari
pemilik tanabh kepada pembeli, melainkan pemilik  tanah

atauw  pemegang hak atas tanah membsri besempatan kepada

orang lain  untuk bekerja, menanam, memungut hasil,
menikmati tamah atau zebagail jaminan ataz  pemakaian
uang.

Dalam hubungan dengan wraian tersebut di atas,
olehb Hilman Hadikusuma { IREE 153 ~ [ )

dinyatakan sebagal berikut:

i

"RPentuk  perjanjisn ini  dapat dikatakan berlaku
seluruh Indonzsia dengan berbagai istilah
tempat  szeperti:

di Jawa, Mengsh di Friangan, Te=zang di
sulawesi, Toyvo di Minahasa. Ferduwa di

oL
Mmoo

=

L

2

Sumatera.

Sebalum  melanobtab lebih Jaub  dalam  meEmbahas
pengzrtian perjanjian bhagi hazil pertanian, maka panu-
liz merasa periu untuk dipabami terlebih dabuwlu tentang
pengertian pes-jandian itu zendiri, ailk  menuruat  hukum
adat sepertl yvana ditesukabkan olebh Hilman Hadikusuma di




atsas, maupun pengertian Ferjanjian yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata (KUHF) oleh karena dari
kedua pengertian tersebut di dalamnya terdapat perbedaan-
perbedaan yang disekbabkan oleh latar belakang alam pemikir-—
ar . Febudayaan masyarakat yang melabhirkan hukum yang
werbeda-beda =ebhagaimana 7ang dikemukakan oleh Bushar
Muhammad (19746 :49) bahwa:

"Hutum itu sebagai hazil perkembangan  historizs
dari masyarakat tempat hukum berlaku, hukum diten-
tukan oleh perkembangan adat iztiadat, rakyat
disepanjiang =ejarab.

I=i  hukum ditentukan oleh sejarahb mazyarakat di
mana hukum berlaku”.

Uraian tersebut di atas dalam Kenyatannya dewasa
ini memang benar oleh karena di seluruh wilayvah Republik
Indonesia vyang terdiri dari beribu-ribu pulauw yang  memn-
punyai sistem hukum adat yang belainan pula, oleh Lkarens
tiap rakyat atau masyarkat mempunyal  kebudayaan sendiri
dengan corak dan sifatnya s=endiri-sendiri mempunyail
struktur alam pikiran sendiri =&hingoa hubum dalam setiap
masyarakat sebagai salah satu penjelmaan dari masyarakat
yang  bersangbutan mempunyail coralk dan sifat tersendiri
rartu hukum dari setiap masyarakat masing-masing berlain-
an atau dengan kata lain hukuwm itu mengiluty jJiwa/=ema—
ngat rakvat dari masyarabat tempat hukum 1tu bsrlaku.

Begitu pula halnya dengan hubum sdat di Indone=zia

adalabh berbeda dengan hubun Barat, karena pandangan hidup




rakyat yang mendukung kedua macam hukum ity juga berlain-
an di mana alam pikiran dunia barat bersifat liberalis-—
tis dan bercorak rasionalistis intelektualistis, sedang-
kan  alam pikiran duniz bagian timur kbususunya alam
pikiran tradisional Indonesia adalah bersifat Kosmis yang
artinya tidak ada pembatazan antara dunia lahir dan dunia
gaib (magis religius), cleh Scepomo (1984 : 25 - 26)
dinyatakan bahbwa sistesm hukum barat dengan siztem  hukum
adat wmempunyai perbedaan yang Tundamental Eeb#éai beri-
Fut:
"Hukum barat mengenal antara bukum publik  dan
hukum privat, sedangkan hukum adat tidak
mengenzl perbedaan demikian, atau Jika
mengadakan perbedaan antara hukum adat yang

bersifat publik dan bukum
hukum barat vyang bersifat privat maka

bataz-batas antara kedua lapangan lapangan
itu di dalam hukum adat adalabh berlainan
daripada batas—-hatas antara lapangan publik

dan lapangan pada hulum barat”.

Di  dalam lapangan hukum perjanjian, jelas nampak
perbedaan antara hukum perjanjian adat dengan hukum
perjanjiarn harat sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata.

Hulkuwne  perjanjian barat bertitik tolal pada dasar

FeEjimaan kepentingan  persecrangan {individualistiz)
zerta bersifat kebendaan, sedangkan hukum perjanjian adat
ber-tdtal tolak pads dazsar Lediwuaan, Leheluargaan dan

herubunan seir-ta berzifat tolong menolong.
Ferjaniian menurut fahaim barat menseri than

pEribatan ssdangkan menurut paham adat, untuk mengikathan




perjanjian harus ada tanda Fengikat. Di samping itu per-

Janjian menurut  hukum adat  tidak szlamanya  menyanghut
hubungan bukum mengenai harta benda, tetapi jugé termasuk

perjanjian  vang tidak berwujud benda, seperti misalnya

perbuatan karva budi.

Fengertian perjarnijian menurut pabam dumis  barat
sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1317 KUH Perdata
berbunyi sebagzi berikut:

"Bustu perianjian adalabh s=uatuy perbuatan dengan
mana satu  orang atau lebih mengikatkan diri

terhadap satu orang aitau lebih.”

Ketentuan pasal 1313 KUH FPerdata tersebut di atas

mendapat  kritikan dari Tahir Tungadi (1978 - Tl =ebagai

W

berikut:

"Ketentusn dari paszal 1713 KUH Ferdata
mengandung suatu kesalahan dan kekurangan.
Kesalahan itu terletak pada kata perbuatan,
yana mana seharusnya adalabh  perbuatan per-—
bustanm bubkum. Dan kekurangan adalabh defenisi
perjaniian menurut pasal 1317 KUH Perdata itu
tidak mencakup penger tian yang timbal balik,
yaitu perjanjian yang menimbulhkan  kewajiban
bzgi Feduas belak pihak.”

Sehubungan dengan pengertian perjaniian yang telah

dikemubkakan di  gtas, F.  Bubekti {1928 2 1)) Juga
mErumUskan ponogsrtian perlanjian:

"Buatu  perdanjian adalah suaiu periztivua  di

HETE! F20rang berjanii kepada orang lain ataun

cdi  mana dua orang itu saling barjianii untuk
melaksanakan sesuatu hal."

Dengan  adanya perjanjian yang dirumuskan di abhas

maba lahirlah suatu perikatan yaitu suatu hbumigar Pakiung

antara dus orang atau lebih yang membuat peraand ian T




berdasarkan mana pihak yang berhak menuntut sesuatu  hal
atau  prestasi dari  pihak vang 1zcim; darn  pihak  yang
lainnya itu berkewajiban pula untuk memenuhi tuntutan
tersebut, dengan kata lain presztasi yvang telah diperjan-—
Jikar.

Suatu perjanjiian dinamakan juga perzetujuan, oleh
karena dua pihak yang membust perjanjian itu setuju atau
zepakat  wntuk melakukan sesuatu hal atau  prestzsi oleh
sebab itu dapat dikatakan bahwa perkataan perjanjian ity

agalah mempunyail pengertian yang

I

ama yaitu berupa rang-

baian parkataan yang mengandung janji—janii atau kesang—

guparn yYang telab diucapkan melalui sepakat. Perjanjian

tezrsebut melahirkan suatu perikatan sebagal undang-
undang hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Birjo—
no Prodjiodikoroc (1981 : Fh:

"danji  adalab suatu sendi yang amat penting

dalam hukum pesrdata, oleh karena itu  hukum
perdatas banyak mengandung peraturarn—peraturan
hukum yang berdasar atas janji seseorang."”

Di dalam hukum perdata, psrihzal tentang perjaniian
marupakan  hal yang amat penting untuk terjadinya suatu
i~ ¥ J

perikatan, Karena perikatan yang lahivrnya dari perjanjiian

memang  dikendaki oleh btedua belah pihat yang membuat
pErjan)lian, sedangkan peribstan yang lahiy dari  undang-
undang, diluvar kehendal atan kemampuan para  pihab Jana
menadatarn perjanjian. maka sejak =emula merela bermabsud
supaya antara merela berlabu suaty perikatan hubum  yang




menimbulkan hak dan kewajiban di antara yang bersangkutan
dalam perjarjian tersebut.

Se=zuai dengan azas  yang dianot dalam budaum
perjanjian yaitu asaz konsensualitas yang pada prinszipnya
pirjanjiian  dan perikatan yang timbul karena ity =udab
dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau setuju,
dengzn  kKata lain perjanjian itu sudah =ab dalam  arti
sudah mengikat apablila tercapal kesepakatan mengenai
hal-hal vyang pokok dari  perjanjian ituw, kecuali
beberapa  wacam oleh undang—undang ditetapkan faormalitas
tertentu yvang bharus dipenubi wtuk =abnva perjaniian  yvang
dimaksud, wmizalnya perjaniian penghibaan atas benda vyang
tidak bergerak harus dilakukan dengan akte notaris,
pErjaniian  perdamaian harus dibuat secara  tertulis  dan
szbagainya. Sepakat dalam =uatu perjaniian adalabh  suato
pers=suaian paham dan kehendal antara kedua belah  pihbak

yang =atu, juga dikehendzabki pihak lainnya, sepakat yang

diperlukan  wuntuk mslahirkan perikatanm  yang dianggap
teelalh tercapalil apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh

zatu pihak diterima oleh pihak lain.

Dalam bubungan inilabh dapat ditarik =s=uatu kezimpulan

Lahwa unsur esencial dari perisnd tan menural EUH FPerdats
sdalah per=etujusn atzu  kesepakatan, Saa b =uatu
azrjaniian dianagap lahivr dalam  arki telah mengibat
beddua bzlah pitak 22iak zaabt Ytercapailnya kesepakatazn atan

SEESGEUal an.




Hal tersebut diatas, berbeda dengan terjadinya perjanjiian
menurut hukum adat seperti yanmg dikemukakan oleh Hilman
Hadikusuma (1982 : 107) EBahwza :
"Menurut hukum adat suatu perjanjian dapat
terjadi  antara dus pihak yang z=aling berianji
atau dikarenakan zifatnya dianggap ada
perjaniian.
Suatu perjanjian  belum tentu akan terus  meng-
ikat para pihak walaupun suatu disspakati.

Agar  s=upaya zuatu perjanjian  yang sepakati
dapat mengikat harus ada tanda pengikat.”

Fernyataan terszsbutl diatas., menegaskan  babwa =uatu
perjanjiian vyang dikehendaki oleh vyang bersanghkutan
sbaiknya diberi tanda pengibzat dengan makswud keszepakatan

tersebut betul-bz=tul mengikat kedua belah pibalk,

(L

seperti mizzlnya tanda mau, tands mata, tanda jadi  dan
lain—-lain sebagainya.

Setelah diuvraikan pengertian, menurut KUH Perdats
dan hukum adat tersebut di atas, maka wraian selanjut-
mya akan dikemubkakan pengertian  perjaniian bagl  hxeil
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 hurufd c© Un-
dang-Urdang Momor 2 ta2hun 12860 dan pengertian bagi  bhasid
menuirut hubkum adat.

Fengertian perjanjian bags bazil menurut  Undano-
Undang Momor 2 Tahun 1250 tesrdapat dalam pasal 1 huruf o
yang berbunyi zebagal berikot :

"Feyrjanlian  Daga haszil 1alabh perianiian dengan

Nama apapun Juga diadakan antara pamilil pada sabu

pihabk dan =eorang ataw badan hobkum pada pihak lain

S aig dalam undang—undang ini disebut peEnQaarap
giperkenanban oleh pemillil Ltersebut untuk INEy e —
lengagaralian uwsaha pertanian di atas tanabh  pema -
1ib, dengaen pembagian hazsilngs antara kedua belah

31 hade




Dengan  rumusan tersebut di atas, perjanjian bagi
hazil  wmenuwut UL No, 2 Tahun 1260 mengandung  beberapa
unsur—unsur se2bagai beriktut @

a. Adanya perjanjian

. Dilakukan oleh pemilik tanah dengan  seorang
atan badan hukwn sebagal penggarap

€. Untuk menyelenggarakan usaha pertanian

d. Adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak

Dengan bukum adat  perjanjian bagi hazil ini
dikenal dengan istilah yang berbeda-beda, zeperti istilah
bagi hasil di  Mirmaznphabsou, dikenal  dengan iztilah
pemperduli di Jaws Tengah dengan iztilah Maro ataw Merts—
lu, daeralh Jawa Barat (Prianmgan) dengan iztilah Jdejuron

alau Hengalhidan Sulawsz1 Salatan dengan iztilahb

Mezlipun pads tiap—tiap daerah, dalam bagl hazil
zrlihkat lketidak=zeragaman penggunaan  istilah  terssbut

pada dazarnys mesipunyal pengertizn yang =sama pulas, di

mana  agl hasil scbagai suatu perbuatan 41 mana  pemilik
b arrah Lorens szzuatn,.  sebab tidak dapat mENQEr Jakan
tanahnya sendiri dan  1ngin @mendapathkan hasil  atas
Famahn N, tdzlam Huba AMNg el A 3 (=] o 55 1 14 Ltanah tesr=ebul
azmberilan Yanahnya bYepads stapapun yang Ltngin senggarap
denigars imbangan Daglr has=il darid tansh btersebut.,  hal
smacam LEku adalah 2jalan dangan pengerbtian perjan]ian




"Pertanian belah pinang adalah suwatu perjanjian
dalam mana sipemilik tamah mengizinkan orang lain
mengerjakan, senanaml, memetik  hasil tanzahnya
dengan tujuan membagi hasilnya itu menurut perban-
dingan yang telah ditentukan sebelumnya”

Apabila dip@rhatiﬁan secara seksama pengertian
tagi hasil mernurut rususan Undang-Undang Mo. 2 Tabun 19&0
serta pengertian msznurut bukum adat yang dikemukakan
olel van Dijk di ataz ternyata rumuzan tersebut memper—
lihatkan &adanya perbedaan yang terletak pada subysk
perjanjian bagi hazil itu zendiri yaitu untuk perjanjian
bagi hasil menurut hukum eadat tidak dikepal adanya badan
hukum sebagai subyek perjanjian zedangkan dalam perjan—
jian bagi hasil mepurut GU. Momor 2 Tahun 1260 badan
tukum dimungkinkan menjadil zubyek parjanjian di sxmping
orang perorang.

Dalam hubungan pengusabaan tanah dengan perjanjian
bagi hasil, dalam Undang-Undang Momor S Tahun 1980 ten-
tang Feraturan Dasar—daszsr Fokok Hukum Agraria (UURA) di-
namakan hak usahas bagi hasil dan ditetapkan seperti, hal
gadai. hak sewz, dan hak menpumpang ssbagal suatu hat

tamah  yang bea at sementara, dan harusz diusahalkan

hapusnyga dalam wakiu singhaly hal tersebut dinyatakan
{falain pasal 53 ULFPA.
Hak uvwzaha bagi bhazil cleh WPA ditetapkan sebadad
hat vtas tanah vyang by i L o =ementara dan ot i b
o dinapus sada wakto yang singhat Varena dipandang




bertantangan dengan asas agrarian reform yang terkandung

dalam PFPazal 10 UUPA, yaitu babwa tanah pertanian harus
dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilik
sendiri dengan mecegah cAara psmerasan.

Halk usaha bagi hasil ini ocleh UUPA dianggap mengan—
dung unsur-unsuy penindasan ataw eksploita=i pengggarsp
dari pihak pemilik, olehnya itu harus dihapuskan dalam
waktu singkat.

Hak usaha bagi basil menurut ketantuan UUFA merupa-
Yan hak atas tanab yang meampunyai sifat-sifat dan ciri-
ciri  tersendiri  sebagaimana dikemukakan  Budi Harsuﬁo

{1971 & 311) yang menjiglaskan sebagali berikut

- Hak wuzzha bagi hasil jangka wiak tunya
terbatas.

b. Hak uszaha bagi hasil yang tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik

tanah.
. Hak uwsahs bagi basil tidak hapus  dengan
parpindaban hak milik akas tanab Yanag

bersangkutan kepada pibak lain.
6. Hak usaha bagi hasil jugs tidak hapus jika

pengaarap meningoal dundia, tetapi hak  ditu
hapuz juga jika pemilil tanah meninggal dunia.
=.Hak usaba ;491 hazil ~ dd daftar menaruat
peratui~an khusys (@ Lopala de=sa)
f . “phagﬁ; a1 =zifat =ementara,
malba hab wak tunya akan
-lu:‘.t‘_l\ = ’ l T F‘L' .-‘
Dxlam  prakiek yang dibadapd Larang iJialah  bahwa
el uzaha baga hagil Tt Helum  Lerhasil 4ihapuzlan
hagaimana yang dikehendaia clah Pazal S UURS, bahlkan
) Lhagi hasil wehurut Fiezinalt E'H\Hi LS . sEmal an

28 ! toyiadi dalam } .::.'.'I.'.-'_b e thats rak st L 1 Y g




dipengaruhi oleh Faktor pertambahan  penduduk Yang
meningkat teruz dibandingkan dengan keadaan tanah tetap.

Sztelah difahami tentang pengertian perjanjian
bhagi hasil miznurut sisten hokus  adat maopun menurut
perundangn-undangan yang berlakua maka selanjutnya penulis
ahan mengenik akan hantuk pelaksanzan perjanjian

tersebut.

2.2 Bagi Hazil Sebelum Berlakunys UU. No. 2 Tahun 1280

Bagi hasil yang diuraikan dsalam kajian berikut ini
adalah pelaksanaan bagi hazil yang berlaku sebelun adanya
Undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil yaitu
Undang-Undang Mo, 2 Tabun 1260, yang berlaku di kecamatan
Szjoanging Kabupaten Wajo yakni bagi hasil msenurut hukun
adat szetempzt.

Kecamatzn Sajoanging sebagail salah satu  Kecamabtan

vang ada di Kabupaten Wajo,

¥

di antara 10  kecamatan
=ehagian besar masyarakatnya mempunyal mata pencabarian
potok  adalah bertamil Dalam hal pertanian  ina tentunya
terdapat dua pihak wang saxling berBubungan yaitu  pemilik

canah pertanian dan pihak pengQarapp AN dapat

dikategorikan sebagad pihal yang lemah.

Dalam  lwabungan dengsn wraian dl atas tentu pahak

Tuis! lemah (penggarap) dapat diletahud peiaa 1akan  adalah
terbad dalzun arti Lalwa tenaga wtul MENGgarag Lanah
pertanian cubup terssdia telapl obyel atan ta alhh  garzpan




yang @erupakan miliknya sangat terbatas ataukah sama
=ehali tidak ada, =z=2hingga cara untuk meEnutupl kebutuhan
hidup dalam keluarga dengan sendirinya menminta  kepada
pemilik  tanah pertanian yang cukup untul digarap dengan
imbangan bagi haszil. Bukan berarti bahwa masyarakat di
kecamatan Sajoanging semata-semats menggantungkan hidup-
nya dari bercocol tanan saja melainkan ada juga yang
memiliki pekerjaan sshagal tukang kayu, berdagang, namun
zzbagain Lezar @masyarababt berkecimpung dSalam bidang
pertanian yaitu  =2hzg3d petani, penggarap yang tidak
mzmpunyal keteranmpilan lain.

Felakzapaan perjanidian bagi hasil di  kecamatan
Sajoanging sebelum adanya peraturan yang mengatur secara
“rasus bagi hasil tanab pertanian, maka dalam  prakteknye
bagi hasil tersesbut memang ada. Hal ini telah dirintis
oleh mazyarakat HATY Lerbedudukan sebagai tokoh
masyarakat terdabulu yang di  dalam kenyataan bagi bhasil
terzebut  himpga  kind mazih  diperlodan  Ydipertahankan

Aaxlam masyaralkak.

Pelakzanaza Bagi hasil sebaelum berlalunya peratu
oerundang--undanaan a LB Undang andang e 2 Taku
g sebiagaimana  dibemsukalban olebh payrs responden VAT
wird 1 t 74‘,;".} 31 A=l TR | Y 533 a0 = e R i 1> -
a. Deza Salcbulo f i
L. Deza Saklald i W
r.‘".' ‘ o TSt = n i . 23T




Babwa ke 347 orang responden ini  cocok dijadikan
responden untulk  informasi szebelum  tahun 1950, karesna

mereka—mereha telah berusiza rata-rata 40 sampai oS

L5

tabun.

ezlain  =sumber data melalul respondsn ,  peEngoarap
di atas, juga penulis mempercleh data dari adminsitrasi
pemerintahan di  ata= dan beberaps peiabat desa ¥ arng
=rat hubungannya dengan  bagi  hasil sang berlakua di

vecamatan =ajoanging sebalum maupun setelabh berlakunya

1y Mo. 2 Eahun 19500

Bagi hazil merupakan suatuw pslaksanaan perianiian
Yhusus antara, pihak pemilik tasab pertanian dengan
pEtani penggarap vyang bersedia untuk mzlakzanak an
Yegiatan usaha pertanian pada areal persawahan z@bagai
areal tanab Yering dalan peruntukzn ladang dengan

herbagal macam jenis tanaman pertanian
Fagi hazil temah pertanian ot i hecamatan
Sajoanging Daszrab Tingkat IT Wajo, tentu mempunyai latar

telakang di ankars para pemdilib Lanab gang ingin  memetik

hasil Lanpa mengeluwartan fanagas dengan labtan bzlzaliang
nilat zehingpa timbul "Tesenglataz tanab milakng: Jarig
Jipsircavatannys kepada crang lain (to mattecseng) inmigan
)5 YA ;‘.I'IJI ! 13 1 i It b -
Imbangan bLagi hazil tanah pertanian di hecamstan
] 1 b i inpgkatlt, 11 Waio, ehagalmanrs i 1 jela
| M I asar jo i =F Widan gy : 1: ! "3




petani penggasrap,. cleh para responden inilah dipilih 16

Sakkoli, 15 orang daruwi  des Salcbulo

m

orang dari desa

dan juga 19 orang dari Desa Barammamass.
Responden—respondsn terssbut  di atas, SENDa) A

dipilih cleh k;reﬁa Jika dilihat dari Taktor usia merska

telabh dapat dipaztikzn meaberikan  pengalaman-pengalaman

vang mersha alami sebelum adanys perundang-undangan yang
mengatur masalabh  bagi: hasil atas tanah pertanian da
Kzcamatan Sajoanging. Untul msngsltabuil lebihb jelas
pelazalanian  Bagd ka=3l tarnah pertanian di k=ramatan

Tajoanging sabelum berlakunya Undang-undang No.2 Tahun

[
f

940, dapat dilihat jawaban para reeponden sebhagaimana

tergambar pada tabsl 1

Tabel 1

Pelaksanaan Bagi Has=il Tanah Fertanian di  Keca-
matan Sajoanging Szbelum Rarlakunya UBUY Mo, 2 Tabhun 17860

— —— ——— —— e — — —— e ———— —— ——— — i i [ . . .l W e Sy o e A S — ‘.
‘Mol ! Juinlah responden | Perbandingan (Jawaban Responden|
’ i e e oy i e R L e e e v R T e e i e ke i Y
. 1 . v
(R 17 orang i e Y ’ 17 Grang .
; b ) ’ '
¥ -y ] . 1 _\ " = v
' '3 i | - A N i
L] L] L] " L]
. i L] . "
R : L = : - '
1] L] 1 ]
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Bordasarkan gambaran pada sajian tabel tersebut di—;Ji
atas makx dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
pelaksanaan bagi bhasil di  Kecamatan Sajoangin Daerah

Lowid 0 M cetelan Lerlakunya Undang-Undang No. 2
Tt pRIT PR 11.1gh denpan menggunakan imbangan bagi
hasil dengan perbandingan 1:1, perbandingan ' ° ' “:1:m
bagti hasil  tanah pertanian maksudnya hasil hasil dari
tanah dalam keadaan bersih (sawah) artinya telah
dikeluarkan potongan—potongan, dan sisanya itu dibagi
rata antara pemilik tanah tanah dengan petani penggarap,

misalnya hasil kotor dari aresl tanah pertanian 12 ton

gabah. Selanjutnya ada berupa potongan—-potongan yang harus

dikeluarkan untuy kepgentingan, ongkos zapl/kerbau,
tegalan, obat-obatan, pemupukan, rente/pajak, ongkos
tanam dan panen. Dari jumlah tersebut da atas akan

berkurang sampai 10 ton bersih. Dengan demikian maka
dalam jumlah inilah yang harus dibagi antara pemilik
tanah dan pihak penggarap, pelaksapaan semacam ini
sehingga jelaslab imbangan bagi hasil tanab pertanian  di
Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat TII Wajo, dengan
perbandingan 1:1.

Dari hazil tersebut di atas, bentuk perjaniian
bagi hasil tanah pertanian seperti di atas, hingga kini
masih tetap dilaksanakan di Kecamatan Sajoanging .-

Tidak terlepas dari wuraian di atas, bentuk

perjanjian  bagi hazil tanah pertanian baik berupa tanabh




sawah maupun untuk areal ladang pada umumnya bentuk
perjanjian yang =sebubungan tanah—-tanah pada wmUmnNY a
adalah lisan saja.

Untuk mendukung uwraian  inid mak & sebaiknya
sebaiknya dikemukakan hasil jawaban dari pada responden
eghubungan dengan perjanjian yang dimakzud, hal mana
sangat erat kaitannya dengan perjanjian bagi hasil
=eperti  yang dikemukakan terdabulu maka bal tersebut

dapat dilihat pada tabel berikubt ini:

Tabel 2
S— - ——— e ———— e e -
' Jumlah responden | Bentuk Perjanjian | Frekwensil %
L — p—— e e e e e e e S i e e e e s . L Pra—
E 47 orang E - Tertulis ; - E O
; E - Tidak Tertulis E 37 ; 100
\_. - - — - ——

Sumber data :Hasil penelitian lapangan 1992.

Tabel tersebut di atas memperlibatkan penilaian
para responden terhadap pertanyaan—pertanyaan penelit:
sehingga dipercleb jawaban umumnya rezponden menyatakan
bentuk perjaniian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging

adalah lisan.

Dalam hubungan itu  pula maka perlo diketabui
Janghka wak tu perjanjian bagi hasil di FKecamatan
“aipanoing  sebagaimnsna jawaban responden sebagaimana

terters pada tabel T sebagai berikut :

ST R




Tabsl =
Jangka waktu perianjian bagi hasil mernurut responden da

Fecamatan Szjoanging

e e e e e e e e e e e e
Y Jumlah reszsponden | Masa Ferjanjiian | Frekwensi| X%

+ e i s i i e i i S T s ot e v s e i - . e e ————— i R E—
E 47 orang E 1 =sampai 2 tahunE - E (2]

. ' 3 »

E ; 2 sampai I tahun E = E Q

E E tidak ada batas E E

! vowmaktunya ; 47 v 100
N o e e e e e e e e e e e e e e e e s S ———

Sumber data : Hasil penelitian Lapangan 1972.

Bagi hasil ini khususnya di Kecamatan BSajoanging
Daerah Tingkat I1I WAjo, adalah merupakan salah satu
kegiatan sosial dalam masyarakat vyang sulit untuk
gibilangkan. Dalam hubungan ini telah dapat dibuktikan
kenyatapnya vyaitu telah berhasil memikirkan alangkah
penting manfaat bagi hasi)l terhadap petand zehingga
dikeluarkan UU. No.2 tahun 1960 untuk mengatur tata
tertib mazalah bagi hasil tanah pertanian oleh pemilik
tapah dengan petanl penggarap.

Untuk mengetabul perkembangan pelaksanaan
ketentuan UL No. 2 tahum 1350 dapat dilihat pada sajian

=ub bab berikut dibawabh ini.

2.7 Ragi Hasil Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 1960
Sebagaimana yang telabh dikemuksakan pada  uwraxan
terdahulu babwa meskipun bagi hasil Ltu  telah diatur

terzendiri dalam undang-undang, yakni Undang-Undang No.2

r)

L)
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Tahun 1260 namun kenyataannya undang-uwndang Ltersebutb
dalam praktek tidak dilaksanzhan zebagaimana mestinya di
flecamatan Sajoanging Daerabh Tingkat I Wajo, sebagai
dagrah penelitian penuliz.

Kecamatan Sajoznging Daesran Tlngkat 11 blajo
adalapb salah satu daerah tingkat II dalam Fropinsi
Sulawesi S=latan yang mana dalam hal bagi hasil  tanah
pertanian tidak terlihat perbedaan dengan daerab Tingkat
I1 lainmya dalam daerah bugis,. kbuwsusnya menyangkut
imbangzn (pembagian tanasbh pertanian) antara psnggsarap dan
pemilik tanah.

Dalam praktek perjanjian bagil bhasil di Kecamatan
Sajoanging Dasrah Tingkat II Wajo, setelah berlakunya UU
MO 2 tahun 1o&0, pihak pemerintah berusaha
memasyarakathkan pelaksanaan undang—;ndang tersebut, namun
dalam praktek zebagian masyarakat telabh melaksanakannya
vaitu tentang perjanjian bagi hasil.

Data yang diperoleh penulis dari responden baik

dari penggarap mavpun dari pemililk tanab mengakuil bkahwa

aparat pemerintal Kecamatan Sajoanging belum melakukan
penyuluhan  tentang pelaksanaan  perjanjian bagi  hasil

sezhagaimana  yang  Jdiatw dalam U0 Ne. 20 tabun 12600

Szbagaimana pelakzanzaan legiatan tearsebut alah
mazyarakat Kecamatan Sajoanging menyatakan mazalah
pErijanjian Bagli haszil  wenurut  hetentuan perundang-—

undangan  belum dilabzanakan havena belum ada peraturan




valau dikatakan belum dilaksanakan dengan baik. Sebalik-
nya masyarakat lebih mengutamakan ketentuan—ketentuan
vang ‘tidak tertulis vyang bersumber dari kebiasaan-—
kebiazaan di dalam Kecamatan Sajoanging.

Ferjanjian bagi hasil itu terlaksana antara kedua
belah pihak cukup s=ecara lisan saja, karena anggapan
masyarakat setempat bahwa perjanjian bagi hazil bukanlah
merupakan transaksi tanah, melainkan hanya perjanjian
dalam lingkungan kemampuan mengolah atau mengusahakan
tanah orang lain yang sifatnya hak milik tetap padanys
sehingga perianjian bagi hasil tidak perlu dilakukan
eecara tertulis yang penting diketabuwi aparat dari
pemerintah yaitu Kepala Desa/Lurah setempat, yang perlu
di dalam hbubungan perjanjian bagi hasil adalab pemnbagian
hasil secara jujur sebab bhubungan hukum antara pemilik
tanabh dengan penggarap berlaku atas dasar kekeluargaan
dan tolong menolong hal ini merupakan asas umum dalam
hukum adat seseorang hendak menanami tanab orang lain
dengan persetujuan kewajiiban menyerahkan sebagian dari
hasil tanzab itu kepada pemiliknya. Asas  ind berlaku
(Hilmarn Hadikusuma 1982 : 155) untuk tanah kosong, tanah
ladang, tanah kebun atau  =awah, tetapi untuk  tanah
perairan, perikanan dan peternakan.

Hagalah bhagi bhazil sesungguhnya mempunyail sasaran
bagi pemerintah untuk mengatur tata tertib serta menjaga

hal-hal yang nantinya diperkirakan merugikan petani




penggarap., untuk itulah pemerintah berupaya mengeluarkan
suaty  perundang-undangan khbusus untuk itu, tetapi dalam
praktek di Kecamatan Sajoanging rupanya ketentuan terse-
but tidak dilaksanakan sebagaimana yang dibarapkan.
Adanya keadanya demikian bukanlah berarti masya-
yakat Kecamatan sajcanging tidak menerima melainkan
karena ketentuan tersebut belum dipahami kebaikannya

oleh masyarakat s=ehingga tidak dilaksanakan.




BARBR =
PERJANJIAN BAGI HASIL SETELAH BERLAKUNYA UU No. 2 TAHUN

1960 DI KECAMATAN SAJOANGING WAJO

.1 Monografi Singkat Kecamatan Sajoanging

Sebagaimana telah dikemukakan di atas babwa Keca-
matan Sajcanging adalah salah satu Kecamatan dalam Daerah
Timgkat I1 Wajo.

Untuk mengetahui lebib dekat monografi  Kecamatan
Sajoanging, dikemukakan letak dan klasifikasi dalam tabel
sebagai berikut:

Tabel 4

Letak dan Klasifikasi Desa Kecamatan Sajoanging

f e e ————————\,
: ' letak desa | ¥lasifikasi v
¢ Desa 7 A : ’
! Kelurahan § s e - o= '
' 'Fantai !Bukan !swadaya.swakarya|swasembada!
s =% 3 N R e — -5 o =
(Penrang . il : - . i : - ’
'Latemmabarang | - A . = / - : i i '
'Lawesso 4 Wy e 4 = : = ' 1 4
1Doping . - ‘ = ‘ = ' 1 d
‘Akkajeng £ 2 i = ‘ = H = : 1 ‘
'Fadaelo e b Y = 1 = ' 1 p
‘Alkkotengeng ¢ 2 v T ‘ - ‘ = i 1 ‘
'Salobulo ¥ = . : = . = ‘ 1 '
'Sakkoli Fo= i | i = . = : 1 !
!Barammamase LI | = H = ‘ = / 1 .
gy - s v e S Rt A e T f
tJumlah t 8 ¢ A / = ' 1 : 7 :
| o e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e /

Tabel tersebut di atas telah diperlibhatkan letak desa atau

¥elurabhan dan klasifikasi yaitu diantara 10 desa

Lelurahan di kecamatan sajoangin 1 desa diantaranya adalah

P



desa swakarya dan 2 lainnya adalah desa swasembada.
Setelah diketabhui letak dan Llasifikasi

desa/skelurahan maka selanjutnya dikemukakan luas dan jarak

dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sebagai

berikut:

Tabel 2

Lua=s DesasKelurahan dan Jarak dari Ibukota

Kecamatan dan ibukota Kabupaten

A e e e e e e e \
: d g =2 &/ : Jarak t.m v luas (km) .
L 1 e i e e e S e e e S S e S S S S R e s e eais s L]
! kelurahan ! Dari ibukota) ibukota ; Luas |
: ! Kecamatan  Kabupaten | { K m ) .
] oo s L o o . e e e et . e . s "
'FPenrang ‘ 31 4 S1 H e 2
Latemmabarang | 14 . 4 ' S910 H
Lawesso : ) 4 39 . 2955 !
(Doping g F4 : 84 ‘ 20,17 '
Akkajeng ‘ O : 51 ‘ 68,21 !
(Fadzaelp : 7 1 143 : 24,26 '
'Akkotengeng : S : S0 H 32,30 }
(Salobulo 4 iB . = H Z2F20 H
tSakkoli ‘ F1 H X9 ‘ 38.649 ‘
Barammamase ' 24 ' S0 d 20,99 !
Jumlah . . ¢ 323,91 .
\- ———— - = —= - ——=/

Sumberdata : Ka. Rangdes Kecamafan Sajoanging, 1772.

Apabila diperhatikan tabel di atas, maka terlihat
¥ecamatan Akkajeng yang paling luas diantaranya desa lainnya.
Adapun yang merupakan kecamatan yang terkecil adalab Keca-

matan Doping.




7333, penduduk 33,898 jiwa, dan luas

Tabel 7
dJumlab Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan

penduduk  diperinci menurwnt Desa/Kelurahan

A e e o ==
E D e s af ;ﬂumah ;Penduduk ;Luasfkm E Kepadatan E
. keluraban (Tangga | !  FPenduduk/kKm !
(N S e A L I — i
. ‘ . ‘ : ‘
. Fenranig « 471 |} 2090 ¥ Doalg it !
' ' ' ' ' ’
; Latemmabarang E 730 ; 197 ; el s 1 o ; 74 ;
) ' ' ' ' )
E Lawssso E 732 ; Z254 ; 2T 431 E 14 ;
' , ' , ' ’
; Doping ; T3 E 4181 ; 20,71 ; 202 E
) ' , - ' )
i Akkajenn ; 1302 ; Shata e E 62,21 ; 95 E
' ' ' ) ' '
E FPadaslo E E52 E Z021 ; 28,25 ; 124 E
' ' ' ' ' '
E shkotengeng ; 754 ; Z0ES ; S24B0 E 142 E
' ' ' ) ' ,
E Salobulo ; T2 E 2900 E 25,2 E 1315 E
' ) ) ' ' ’
E Sakkaoli E 792 E T502 ; T2.64 ; A E
' ' : ' ) .
E Barammamase E 545 ; . e ; 20,99 ; 124 E
e g S i
E Jumlah ; TIA% E 24.828 E Dy AL ; 1.08 ;
Sumbar daks T Kas Bangdes Kecamsten Sadosngion, 4998,

Sajian pada tabel tesebut di atas, telah

mapperlihatian jumlab pendudul Kecamatan Sajoanging yvaitu,




Rumah tangga 7355, penduduk 4,898 Jiwa, dan luas
Fecamatan T2Z, 21 sz, dengan kepadatan penduduk dalam
tiap-tiap kilometer persegi adalah sekitar 1.077.

Tabel tersebut di atas, menggambarkan secara jelas
Jumlah rumah tangga, jumlabh penduduk dan luas
Desa/Kelurahan maupun kepadatan penduduk dalam tiap—tiap
kilometer di Kecamatan Sajoanging.

Sajian selanjutnya vyaitu keadaan jenis kelamin
pendudub Kecamatan Sajoanging padza akhir tahun 1991 adalah
csgperti tertera pada tzbel 8

Apabila diperhatikan sajian dalam tabel terszebut di
atas maka terlihat jumlah penduduk jenis pria adalah
sekitar 47 Yy =sedangkan kaum wanita lebih banyak
Jumlabnya yaitu 53 % maka dengan demikian dapat diketabui
secara  pas bahwa penduduk  Kecamatan Sajoanging lebib
banyak wanita.

Terlepaz dari keadaan penduduk Kecamatan Sajoanging
maka wuraian berikut adalah hasil pencetakan sawah oleh
petani/kelompok  tand secara swadaya sejak  tahun  angaran
1989 — 1990 + &, BA4Z Ha : kegiatan tersebut dapat dilihat
dalam tabel 7.

Setelah diﬁetahui hazil pencetakan =zawah oleh
Yelompok tani di atas, selanjutnya dikemukakan luas sawah.

Luas, =sawab, tanab Lkering, hbutan, perkebunan di

Fecamalan sajoanging




Tabel 8
Ranyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Diperinci Tiap Desa/Keluraban Akhir 1991

T e S S U S S S ———— P R T \‘
: . ' 3 ‘
! De=za/kelurahan ! Fria v Wanita ' Jumlah .
4 ; ‘ : :
fm e —— e R R LSl S fees—— == e i e .
H 1 4 ‘ H
(FPeEnrang ! 9= VLG H 2090 .
(Latemmabarang v 1477 1720 . 3197 '
1 ] L] ] [
Lawesso £ A4T7Z2 L ATR2 ! Z254 !
L 1 1] L) r
L] 1 t € ‘
‘Doping AR A y 4181 )
' ] 1 L] (]
(Rkkajeng - =147 4 4086 : o T :
L] L] 1] ] 1
‘Padaeslo . 1412 ! 18509 4 o021 i
» v ¥ ’ ]
rRkkotengeng K 1704 H 1901 3 605 :
] L] 1 L] »
(Salochbulo ; 13646 A 1547% : 2900 !
L] 1] ' ' ’
Sakkoli . 1832 % 1270 : 3502 !
L) L] L] L L)
< L) L] < ]
‘Rarammamase ' 1242 L h St ; 2RO9S -
L] L L] L] L]
St e . . 5 - ; ————————————— B — E
L] : (] ' [
Jumlah 116,470 b 18.448 W T4n. 898 4
L ' ] L] ’
N S o e i e e i o O O e B R i e V4

Sumber data : Kantor Kecamatanm Sajoanging, 1972.

Tabel 10 memperlihatkan lua= areal lahban
perzawahan, tanah bziring, butan dan perkebunan :
apabila ‘diperhatikan tabel gi ata=z niampak areal
pertanian lebih luas cdibandingkan derngan lahan
perkebunan dan htan SErta tanah kerang Ty

Landus.




Tabel =2

Sawah Haszil Fencetakan Kelompok Tani
Di ¥abupaten bajo 1989 =ampai 1991

e e e e —— e e s \
’ : Luas sawah { ha ) ¢ Yang tercetak .
¢ Kecamatan e e e h { ha ) ‘
: 11982 - 1929 : 1990 - 1591} :
e tmm e o e e e e :
| Tempe { 258 i 258 H 10 :
§ Fammana f 3245 ; S&0T § 1358 ;
| Sabbangparu : 2577 | T4z L1065 :
| Tana Sitola ’ s017 ! 3220 ! 303 :
| Maniangpajc i 6227 j &770 €41 !
| Belawa ! S691 : 7670 § 1979 :
! Majauleng : 10386 | 10786 :
: FPitumpanua f 8734 f 4922 ; 628 E
! Sajoanging : 149377  f 15225 i 283 :
! Takhalall : 17216 20036 820 :
fm———Zo Aryws TS 2Rt 4 B i)
idumlan ¢ _76.350 | agz.zg2 ! 5.992 ;
- = - - - -7
Sumber data : Kanter Pertanian Tanaman Fangar Kak. Wajo.

Tabel 10

Luas, Sawah, Tanah Kering,Hutan, Ferkebunan
g1 Kecamatan Salpanging

s ~ -\
: | : ; ; : :
: Desa/kelurahan «Sawah ETanah Kering!Hutan Fertebunan !
i I ol : 55N i | A :
i ; 3 ‘ ¢ :
| Penrang 1490 i =za29 b= i a0 :
; Latemmabarang é 1340 g 2150 i == g 440 '
! Lawesso i 1240 | 1091 — i JS70 :
! Doping i 10za i 1028 - o i 110 ¢
! Akkajeng P azoo I =823 - 1816 ;
! Padaelo 2075 354 == i 7= ;
: Bhkotengeng ; 1745 g 148% ! = g 210 ;
! Salobulo Po1145 1TSS - | za2 :
! Sakkoli P 1457 ! 2307 ' 247 i 7s9 :
: HEarammamacse § B&2 E 1227 f - i 281 f
e e T e — e SO
! Jumlakl I1T.TITD 1777 P Z0f Y 8,383 :

Sumber data : Kantor Kecamatan Sajoanging, 1291,

&




Setelabh dikemukakan Lezdaan =ingkat monograti  dari
Daerah Tingkat II MWajo dan kKecamatan Sajocanging maka
=zlanjutnya diuwraikan garis besar keadaan perdagangan  dan
Leadaan industri zerta perhubungan di Kecamatan

Szjoanging.

Gdapun perusahaan industri vyang ada di Kecamatan
Sajoanging adalah sebagai  basrihkut :
Tabel 12

Jumlah perusahaan industri menurut Jenis

diperinci menurut Desa/Kelurahan pada akbhir 1991

R e e - \
v Desa/kelurabhan | Rumah ¢ Sedang | Kecil ¢ Besar |
! + Tangga | ' i :
i = y — el et ek R s ¥
! Penrang i 150 X = ; o H = :
¢ Latemmabarang . iga . - 4 a8 : = '
! Lawesso . 130 ' = / ) ‘ = ¢
! Doping ‘ 87 y = ! 7 H = f
¢ Akkaienag : 95 ! - b LY / - ‘
¢ Fadaslo g 18% b e ‘ a8 H = '
v Akkotengeng : 142 H = A 2 ' = ‘
. Salobulo ! 1635 - = ' E : = }
v Sakkoli ! 167 % X . 10 . = -
! Barammamse - TS ’ N ' & ; = ;
e e e e — g === = — ERESSE s {
D Jumlah : i .378 ! = =t : = i

Sumber data : Kntor Fecamatan Sajocanging, 1771.

Dengan adanya tabel tersebut di atas, maka nampaklab

hahwa penduduk  Eecamatan Sajoanging yang terdirl 15
Neza/Keluraban  tidak =semuanya  mala sencaharian pok ok
¥ =

bertani. dalam bubungan ini maka penulis abkan mengemukaban
gdi  dalam bentul tabesl pEndudul Kecamabtan Zal)nanging ey

harkecimpuni wadas industi-i zebagai mata 2ncaharian
pung = 5]




sebagai berikut :

Tabel 12
Ranyaknya tenaga kerja di perusabhaan industri diperinci

tizp Desal/Kelurahan tzbun 1991

e e e o o e e e e e e e e e e e e e e e e e i et s e e N\
¢t Desa/kelurahan | Rumab . Sedang | Kecil | EResar |
‘ + Tangga | ‘ H :
o e i i SR e e e e dememah e e e e S e ‘
! Penrang i 2ZS § o ‘ IO 5 = p
¢ Latemmabarang : 278 ' - ! 40 " = ¢
! Lawesso : 200 2 - : 30 H - ‘
v Doping % 125 : <= ' J& ’ - y
! Akkaleng y 127 : - : 78 H = b
! Padaeln ¥ 285 - = H 32 : = !
+ Akkotengeng y 195 ’ - . &4 . - .
¢ Salobulo s 187 \ =3 : 40 H = 3
: Sakkoli g 192 : - : o ol H = p
¢ Barammamase . 110 ‘ - ‘ 52 ‘ - 1
e e R e~ — e R R o '
¢ Jumlah / L - o U == + 447 ! g :
2 & - 7

| —— -— —— ———

Sumber data : Kntor Kecamatan Sajoanging, 1991.

Jika diperbandingkan Jumlab penduduk di  Kacamatan
Sajoanging vaitu sebezar T39.898 Jiwa, maka dapat
diprosentagikan Jumlah pendudulk yang mata pencahariannya
sebagai tenaga kerja pada perusabaan industri 1.931 orang
berarti sekitay 5,5 Y. dari Jumlah penduduk BECAY A

te=zeluruhan.

T.2 Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan sajopanging
Pada penyajian bagi hasil tanah pertanian terdapat 2

(6 JUY Y ozubyelk yaitu pihak pemilik tanab pertanian  dan

pirhak penggarap.




Pemilik tamnah di dasrah Kecamatan Saajoanging vyang
bermaks=uwd memberikan  tanahnya kepada orang lain untuk

digarap disebut to-mapgpateseng dan pibak bersedia untuk

mengusabakan tanab tersebut dengan persetujuan bagi  hasil
dissbut to-mateseng., ( A.M.F.A. Schetema 1735 : 79 )
menulis  rumusan  atau  pengertian  to-mateseng  dan to-

mappatesang sebagail berikut :

"To-matezeno. arti harafiabnya DFrang vang
membayar tessng, yaitu psnggarap.

to—-mappatezeni arti tharafiabmya mEr ek W ang
menywruh orang lain membayar teseng, mareka

Yan meEen Ly uh oran 1 ai i men AVAD SBaua h yvaitu
r b !
pemi il "

Sebelum berlakunya Wndang-undang No.2  tabun 15460,
Ferjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan
Sajoanging pada umumnya didazari dengan persetuwiuan belaka
secara li=an antara fo-matesepng dengan pihak R
mappateseng, dan penjelaszan ini merupkan hazil keterangan

dari para pemilik tanab yang dijadikan respondsn  yaitu &

orang dari Deza salubulo, S crang Desa Sakkoli dan 5 orang
dari Dess Barammamase.

Diantara lima belaz orang pemilik  tanabh sebagai
responden  ini  memberikan heterangan bahwa, se2iak dulu
=ee L um perlaktunyz  Undang—undang nio. 2 tahun 19460
perjanjian  bagi hasil yang bzrlaku  pada  uamuonya Lidak

tertulis. Kebiasaan ini dipertahankan oleh masyarakat dan

idalk peirnalh terjadi parmazalahan =oal parjajian bagi




fApabila diperbatikan penjelasan dari ke lima belas

responden tersesbut di atas, memperlibatkan suatu kejujuran

dalam hal hubunpan bagi hazil antara pemilik tanab dengan
penggarap =ebingga perjanjian hagi hasil tidak perla
ercara tertulis.

Selanjutnya para rezponden tersebut mengatakan  babwa

Undang-undang No 2 tahun 1940 dalam praktek tidak berlaku

di Kecamatan Sajoanging. Jadi persyaratan  sebagaimana
ditentukan pasal T ayat 1,2 dan T UU No. 2 tahum 19280 yang

berbunyi

" (1) Semuz perjajian bagi hazil bharus dibuat oleb
pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis
ditadapan Kepala dari Desa atau daerah Yyang
setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang
berszangkutan, selanjutnya dalam Undang-undang ini
disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan olebh dua
o ang masing maszing dari  pibak  pemilik dan
penggarap.

(2 ) Perianjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1
di atas, memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala
Fecamatan yang bersangkutan atau peiabat lain yvang
zetingkat dengan itu selanjutnya dalam Undang-
undang ini disebut Camat.

i3 Pada tiap lkerapatan desa, Fepala Desa
mengumumk an  s@hua perdanjian bagi ez il Yang

diadakan sesudah kerapatan yang terakhir,”

tidak berlaku.
Lebih  jaubh Ambo Tang, Staf Desa Salubuls {wawancars
nggal 18 fAgustus 1992 di Kantor Kepala Desa Salobulo )

mEngatakan  babwa, hingga saat ini belun  pernab  terjadi




perjanjian bagi hasil diadakan secara tertulis di Kantor
Kepala Desa ESalobulo, antara pemilik tanah dengan
pengparap. hal itu diperkuat ocleh Sawedi, petunas lapangan
teknis Desa PBarammamase dan Sukardi FPalisuri petugas

lapangan teknis Deza Sakkoli.

2.5 Jdangka Walktu Perjanjian Bagi Hasil.

Praktek perjanjian 8i Kecamatan Sajoanging Sebalum
Berlakunya Undang-Undang Mo. 2 tahun 19260, pada LURLLDN Y &
tidak mengenal Janoka waktu, FPibhak pemilik  tanab yang
biasanya menentukan sendiri atauw dengan kata laip  kapan
pemilik  tanah terssbut menghendaki tanahnya maka pihak
penggarap tidak bisa menghalang-halangi.

Untuk mendukung kebsnaran uwraian di  atas, mak s
dikemukakan Jjawaban responden yang berjumlah 47 orang dari
tingkat Deszz2 yaitu Desa Sakkoll 15 orang ., Desa BRarammase
16 orang dan Desa Salubulo 185 orang. keterangan ini dapat
gilihat pada halaman uwraian terdabulu.

Setelah berlabumnya Undang-Undang No. 2  tahun 12560
sang  mengatur secara hhuasows perjanjiaan bagi  hasil Ltanah
pertanian  baibk zawabh {tapabh basah )} maupun ladang i tanah
bering ) maka ketentuan bagl bazil secara tegas danyatalkan

dalam pasal 4 ayat 1 wang berbuny: :

"{1) Perjanian bagi hazil diadakan untuk wz

bt

vang dipyatakan dalam suwrat  perjanjian Larssbut
pada pasal T dengan ketentuan bahbwa baga =awab
1t adalah -.".‘E"i‘u'a'd‘ﬂ_}"!'.".a"?u'a, a 5 f tlf_;lu 1 tahun dan
bagi tanah hering =zelurang-kuranya (lima) tabun.




Fasal ini menjamin penparap memperoleh tanab  garapan
selama waktue vyang layak. Dengan diberikannya Jaminan
mengenai  jangka waktu tersebut maks penggarap mempuny ai
cukup waktu wntuk menjalankan upaya untuk mendapatkan
hazil sebanyzk mungkin. Hal yang demikian  akan meEbbawa
reuntungan pula pada pemilik tanah oleb karena bagian yang

zkan diterima tentunyza bertambab. Alasan penentuan  Janghka

waktu ini didasarkan pada kondisi psnggarap yang semakin -
lama dipupuk =semakin  subur  pula  tanahnya. Hal ini

dijelaskan didalam UUPA pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

Dengan mempergunakan pupuk wtamanya pupuk hijau vyang
ditanamkan pada tabun pertama,. daya pupuk 1ini  dirasakan
pada tanaman tahun berikutnya dengan adanya vemunikinan
masih ada pengaruhnya pada tahun-tahun selanjutnya.

Jangka waktu untuk tanah kering lebih lama lagi dara
pada tanah basah aleh karena pada umumnya tanabnya tidak
sehailk  tanah sawah. Qleh karena  itu tabun—tabun  yang
pertama dipergunakan untuk memperbaikil tanah dan pada
tahun-tabun  beributnya  memperbaiki  tanaman  bahkan  ada
tanah—tamah kering yang perluh diboscpngkan  lebibh  dahulo
cebelum dapat ditanami denganm hazil baik.

Adapun  lamanya waktu haruslah pula  sedemilian Fupa

zgar Jika pads tabun—babun pertama Larena ssbab, tanabn,a
tidak memberi basil sehagaimana biasanya karena musibabh
txu bencana seperii ; banjir, babit tidak baik, bhans dan
lain =gbagainya, pengiarap  aazih mempunyal cukup




kesempatan untuk berusaha memperolebh hasil yang layak.

Waktu T (tiga) untuk sawah dan 5 (lima) tabum untuk
tanah kering dipandang sebagaimana untuk dengan behbsrapa
pertimbangan. Ratas waktu yang ditegaskan dalam pzazal 4
Undang-Undang No. 2 tahun 19280 mempunyai dampak positiT
maupurn negatif. Dampak positif yaitu jangka wakitu sudah
pasti sehingga petani penggarap tidak perlu Fagu-—-ragu akan
kemungkinan pemilik tanah menarik tanabnya sebelum  masa
waktunya berakhir, sedangkan dampak negatifnya, besar
hemungkinan  jika petani penggarap yang tidak beritikad
baik tidak memperhatikan keadsan tanah tersebut jika maza
waktu vang ditentuban akan berakhir.

Regitu pula keadsan tanah.garapan masibh ada tanaman
di  =ataznya sedangkan masza waktu yang diperjanjikan  telah
berakhir masa perjanjian tersebut berlaku sampai dengan
tanaman terszebut zelezai dipanen dan perpanjangan  waktu
tersebut tidak boleh lesbih dari satu tabun.

Feadaan seanacam inid sebelum berlakunys UU No.Z2  tahbun

1960 di mana =saat ity perjanjian bzgi hasil hanya bsrlaku

zetara  lisan tetapd hal demilkian jarang terijadi  bakban
hingga =zaat ini di Fecamatan Sajoanaing menurut katarangan
Samsu Alam (wawancara tangnal 12 Agustus di Dess  Sakboli)
perpanjangan  waktu  suatu  areal canah pertanian  dalam

peyiajian bagi hazil tidak pernasb teriadi.
Fetentuan yang ditegaszkan dalam pasal 4 UU Mo.2 tahun

e

s owaktu lamanya perjanjian bukan berarti =aea b




hal  yang sama sekali tidak memungkinkan pemilik  tanah
menarik tanab miliknya dari penggarap. Jjika sungguh-
sungguh kepentingarnnya dirugikan oleh pihak peEnggarap
karena kelalaiannya atau perbuatan yang bertentangan
dengan apa yang telah dizepakati bersama pada  waktu
perjanjian tersebut diadakan untuk diminta diputuskan
perjanjian tersebut sebelum masza waktunya berakhir.
Sehubungan dengan hal tsrssbut diatas, di dalam pasal
& ayat 1 b Undang-undang No. 2 tahun 1980 dinyatakan
sebagai berikut :
" Dengan :1z2in Kepala Desa atas tuntutan pemilik di
dalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah vyang
bersanghutan sebagaimana mestinya atau tidak
memsnuhi kewajibannva untuk menyerahkan sebagian
hasil tanah yang ditentukan kepada pemilik atau
tidak memenuhi beban beban-beban yang menjadi
tanggungan yang ditegaszkan dalam surat perjanjian
tersebut pada pasal T atau tanpa izin dari pemilik
menyerahkan penguaszzan  tanah yang  bersangkutan
kepada orang lain. "
Pazal & ayat 1 sub b, tersebut di atas wmengandung

suatu larangan bagi pihak penggerap untuk menyerahkan

penguasaan  tanah yang bersanghutan bepada orang lainnya

tanpa persetujuan pemilibk. Larangan demilkilan sudah
zelayaknya pula  karena bagi pemilik  hubungan dengan
penggarap marupakan hubungan  yang didasarhkan atas
bepercaysan, yang tidak dapat digentiy dengan orang lain
tanpa persetuiuan antara pemilil dengan penggarap.
Femunghkinan  wunbod memutus perjanliian bagi  hasil diatur
dalam pasal & ayat 1 zub a.




3.4 Pembagian Hasil Tanah Pertanian

FPraktek pembagian hazil tanah pertanian di Kecamatan
Sajoanging sebeslum berlakunya Undang—-undang Mo. 2 tahun
1950, adalah pada umusnya imbangan bagi  haszil dengan
perbandingan 1 @ 1.

Imbanigan bagi hasil ini tidak dijelaskan apakah tanah
bazabh ( =zawah ) ataukah termasuk tanah kering { ladang X
cleh karena keterangan ini adalah hasil  jawaban dari
responden sejumlab 47 orang penggarap di tiga desa ssperti
dikemukakan pada tabel 3, skrips=i ini.

Selanjutnya imbangan bagi hasil ‘tersebut di atas
menurut  keterangan dari responden  ternyata perbandingan
bagi bhasil menpurut kebiasaan di Kecamatan Sajoanging
yaitu sebslum berlakunya Undang-undang No. 2 txbun
1760, hingga disaat sekarang tetap dipertahankan yaitu
perbandingan 1 : 1 artinyva hasil ber=ih dari tanah pemilik

itw dibagi rata.

Imbamngan bagi hasil ini tidak dijelazkan apakah
Fhusus tanah basah { sawah ) ataukah tegrmaszuk tanab
kering ( ladang ). Selanjutnya  imbangan  bagi ha=zil

tersebut di  atas adalah merupakan imbangan yang berlaku
zebelum  berlakunya Undang—undang No. 2 tahun 1980 di
Vecamatan Sajoanging., dan perbandingan  tersebut  rupanya
ada persamaannya dengan ketentuwan bagi hazil olebh UU No. 2

tahun 1980,




Dalam bubungan ini perle  dipahami isi dari pasal

Undang-Undango No.2Z tabun 1950 sebab erat kaitannya dengan

hal-hal yang perla dipsrbatikan dalam penbagian hasil
tanab psrtanian, untuk jelasnya dituliskarn redaksi pasal

7 Undang-Undang Nix. 2 tahun 19580 sebagai berikut 3

@) Besarnya bBagi hazil tanah menjadi hak
penggarap dan  pemilik  untuk  tiap-tiap dasrah
swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah swatantra tingkat 111 vyang bersangkutan
dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanabh,
kepadatan pendudulk, zakat yang disizihkan sebelum
dibagi dan faktor—faktor shornomis serta ketentuan-—
ketentuan adsat zstemnpat.

i2) Bupati Kepala Dasrah swatantra tingkat II
memberi  kepuituszan mengenzi  pengtapan pembagian
hagil tamnah yang diambil menurut ayat 1 pasal  ini
kepada Badan Fesmerintah Harian dan Dewan Fewakilan
Daerah yang bersanghkutan.”

Mazzalah yang dijadikan pertimbzngan bagi basil dalam
pasal 7 U0 Ne.2 tabu 1980 yaitu, kesuburan tanah,
kepadatan penduduk, Faktor—-falktor skonomiz tiap daerah
harena tiap dazrah tidak semuanya zama. Berhubungan dengan
itu maka tidak akan munghkin  didapatkan dan ditetaphkan
zecara wmuy  anghka pembagian  yang cocok  bagil selurub
Indonezia dan vang dirasza adil oleh para  pibak Y &N
bersanghkutan sebagal yang hakilhatnya menjadi tujuan uwtama
dari Undang-undanig ina.

Agay menjiadi dasar pertimbangan itu maka dipandang
labibh  baik Jjika penetapan bagian pemilil. di  barbagai

daarah di seluwubh Indonezia penstapan imbangan bagi hasil

jipercayakan kepada Bupati Nepala Dasrab setempat.




Di dalam menetapkan angka pembagian itu, sebelum
Bupati wmwemintab pertimbangan dari golongan fungsional
petani dan Dewan Ferwakilan Rakyat setempat.

“etentuan pasal 7 Undang-undang ini dalam prakteknya
Bi Kecamatan Sajoanging Dasrab Tingkat II Wajo, belum di-
laksanakan tetapi namun demikian bagi hasil di daerah ter-
sebut ada persssuaian dalam hal imbangan bagi hasil dengan
perbandingan 1 : 1, yaitu untuk tanaman padi pemilik
meEndapat 1/2 dari hasil panen bersih dan  juga pihak
Frenggarap berhak 1/2 dari hasil bersih diatas.

Selain tanaman padi tersebut diatas., Jjuga tanaman-—
tanaman jenis lainnya =zeperti jagung, kacang tanah, kacang
hijau dan tanaman jenis lainnya pembagian basil  tidak
seirama ( bermacam-macam ) di Kecamatan Sajoanging, olsh
harena 1itn Jika tanaman tersebut ditanam di  sawah pada
musim kemarau cleh pemilik tanah dianggap =zebagai tanaman
ekstra =sehingga pemilik tanab hanya menerima  cseberapa
adanya yang diberikan oleh pengarap.

Jadi pelaksznazn pazal 7 Undang-undang MNe.Z  tabuno
1760 di atas, dapat ditarik hkesimpulan bahwa sepenuhnva ke
Lentuan perundang-undangan bagi ha=il belum diterapkan i

Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat 11 Wajo.

-5 Hak dan kewajiban Mazing—-masing Fihal.
FPihak-pihak Yang dimalbeud dalam sul bab i tidak

aip adalah to-matesenn ipetani peEnggarap) dan iy




mappateseng (pemilik  tanab). Sebagaimana lazimya babwa
setiap perjanjian tentu menimbulkan suatu nak dan
kewzjiban terhadap atau hepada pihak—-pihak  yang membuat
persetujuan terssbut. Olehnya itu dalam suatu persetujuan
bagi hasil tanah pertanian tentunya Jjuga menimbulkan hak
dan suatu kewajibam, baik terhadap pihak pemilik tanah
maupun kepada petani penggarap, hak mana bersifat timbal
halik vyang maksudnya hak pemilik tansh menjadi kewaiiban
petani penggarap dan hewajiban pemilik tanabh meniadi hak

penggarap.

bagi ha=il ¢gi Kecamatzn Sajoanging =Epanlang
cepelitian penulis  ditemukan herdasarkan keterangan

responden bahwa m=ebenarya prtani pengparap 8i daerah  ini
bukan pedatang melainkan hubungan peluarga sendiri dari
masyarakat yang memiliki tanah pErtanian yann cukup  luas,
dan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga mabka tanah
miliknya diberikan kepadza helonarga yang tidak =ada tanab
garapannya dengan imbangan bagi hazil yang sifatnya secara
vekeluargaan pula. disamping itu dengan senBdirinya  tanah-
tanah tersebut tentu akan terpelibara baik alen plhak
pengoarap  sebab  tanahnya bukan tansh milik orang  1ain
malainkan milik keluarga.

Namuh demikian gengan adanya hubungan hukum dal am
hal perjanjian bagi hasil tanab pertanian maka telepasz
dari hubungan darah/keluarga pitak-pihak terssbut  mselekat

gt ksharusan  yang ssharuzsnya diperhatikan yaitu hak

L




sprtz kewajiban dalam praktek dewasa ini di  Kecamatan
Sasjoanging Dasrah Tingkat IT Wajo.

Namun dalam praktek perjanjian bagi haszil gi
Kecamatan Sajecanging bentuknya tidak tertulis sehingga
sulit mernentukan hak dan kewajiban masing-masing  pihak
SECAra formil, tetapi namun demikian masyarakat di
Kecamatan Sajoanging sangat menghormati sesuatu yang telab
dikatakan sebagai suatu kesepakatan walaupun hanya bentuk
lisan Saxjaa

Hx1 ini adalah terdapat dalam praktek perjanjian bagi
hasil pertanian, dimana hubungan hukum dalam perjanjian
bzgi hasil antara pemilik tanah dan pihak peEnQarap
kenyataan perjanjiannya hanya lisan tetapi tidak terlihat
zdanya permasalahan—permasalahan yang timbul dari
perjanjian bagi hasil ini di Kecamatan Sajoanging dimana
pihak  pengarap menyadari  tentang mana  yang merupakan
kewajibannya untuk dilaksanakan dan mana yang merupakan
haknya vang perlu dituntut terhadap pemilik tanab,
=ehaliknya adalah demikian adanya artinya pihak pemilik
tanah  tidak pernab terlihat dalam kenyataan tuan—tuan
tanah semaunya memperlakukan kehendaknya terhadap petani
penggarap, melainkan pihak pemilik tanahpun menghormatl
dan menjaga pelaksanaan perjanjian itu dengan baik, dimana
setelah tiba saatnya diadakan pembagian haszil panen maka
masing-masing pihak berhak atasz bagiannya @asing-masing

hahkan segala macan kepentingan—kepentingan sehubungan

=
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dengan mazalh yang akan menunjang hasil tanah harus
diambil atau dipisahkan 12bih dahulu sebealum cleh kedua
belah pihak.

Jadi dapat ditarik zuatu kezispulan bahwa hak dan
kewajiban pihak pemilik tanah maupun petani penggarap
tanah pertanian hingga dewasa ini di Kecamatan Sajoanging
terliha£ adanya hubungan yang akrab antara penggarap
gizatu pihak dan pemilik tanah gdi lain pihak.

Setelah dipabhami gambaran hat dan kewajiban bagi
ha=il tamah pertanian di Kecamatan Sajoanging yang mana
pelaksanaan halk damn kewajiban tidak didasarkan atas suatu
petentuan yang ada, yaitu Undang-undang No- 2 tabun 1950,
tetapi namun demikian, menurut hemat penulis bahwa, tujuan
utama dari VU Ne. 2 tabun 19480 adalah untuk mengatur tata
tertib dalam hubungan bagi bhasil tanah pertanian di
sezlwruh wilayah Republik Iindone=sia, hal mana telah
dilaksanakan di Kecamatan Sajoanging namun masih bersifat
vebiasaan belaka.

Dalam pubungan  ini  maka penulis MEr 3sa perin
mengemukakan hat—hak dan Lewajiban yang dikehendaki UU No.
2 tabun 1260 untuk gijadikan perbandingan dengan kenyataan

di Kecamatan Sajoanging.

2. Bak dan kewaliban pemilik tanah
1. Femilik tanab bherhak atas bagian hazil tanabh yang

gitetapkan menurul  imbangan hagi hasil sezuai  dengan




vetentuan vyang telab ditetapkan dalam perjanjian Yang
dibuat sesuwai pasal 8 UU No. 2 tahun 17250.

fealiza=i dari uraian di atas telah dijelazkan pada
hal 22 dalam bentuk tabel, dimana hak pemilik tanah dari
hazil panen adalah perbandingan 1 3 1, hanya saja yang
merupakan penyimpangan karena perjanjian tersebut tidak
gilakukan di hadapan Kepala Desa, Zan perbandingan
tersebut bukan merupakan pengrapanb aleh pemerintah
melainkan  perbandiangan menurut hukum adat setempat vang
berlaku sampai saat ini di ¥ocamatan Sajoanging.

2e Femilik tamah dapat zewak tu—waktu menuntut
pemutusan perjanjian bagi hasil atas tanabhnya apabila
terjadi pelanggaran oleh peEnggarap.

Hal ini dihubungkan dengan keterangan Ambo Upe,
petani penggarap gari Desa Sakkoli (wawancara tznggal 15
Agustus 1792 ) bahwa, pemilik tanah menarik kembali tanab
yang digarap apa bila ia wembutuhkannya lagi. Dalam
hubungan = ini berarti pemilik tanah menarik tanahnya
varena ada peElanggaran melainkan karena bilasanya ads
" kebutuban misalnya digadail untulk kepentimgan anak sekolah
dalam waktu tertentu, =ptelah ita diberikan rembali kepada
penggarap tadi untulk bagi hasil.

Setelab gisingung EBCaEra sepintas hak pemilik

tamah di atas, maka selanjutnya disajikan pula kewa) iban

maupun hak penggarsp-




b. Hak dan Kewajiban Penggarap

Setelah perjanjian bagi bHazil dibuat di  hadapan
¥epala Desa dan telah disahkan oleh Camat maka penggarap
berhak untuk mengusabzkan tanah yang bersanghkutan  dan
menerima bagian dari hasil tanabh sesuai dengan imbangan
yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah zetempat.

Ketentuan dalam UU No. 2 tahun 1960 seperti di atas
dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan di Kecamatan
Sajoanging namun demikian ketentuan tersebut terdapat
persamaan—persamaan odengan hak dan bewzjiiban menurut
praktek atau kebiasaan di dasrah tersebut seperti
misalnya, setelah pihay pemilik tanah dan petani penggarap
sepakat dalam hal bagi hasil itu namun secara lisan maka
petani penggarap telah berhak untuk mengusahakan tanah itu
dan apabila di saat musim panen penggarap tersebut berhak
menerima bagian yang telah diperjanjikan terdahbulu.

Juga ditegaskan dalam UU No. 2 tabun 1960 bahwa,
petani  penggarap wajib  mengeriakan/pengusahbakan tanah
sebaik-baiknya zebagaimana miliknya sendiri dan
diwajibkan pula menyerahkan bagian yang wmenjadi  hak
pemilil tanah serta memenuhi beban-beban yang menjadi
tangoung jawabnya. Fenegasan  ini  dalam praktek di
Yecamatan Sajoanging tentu merupakan keharusan yang tidak
dapat dipungkiri sebab rasionya penggarap bukan pemilak
tanah damn hanya berhak mengusahakan tanah milik orang lain

dengan bagi hasil zemata-mata dalam Jangka wakitu  yang



tidak ditentukan berakhirnya.

Sebagzinama telah diuwraikan di atas, bahwa hak atas
tanah dalam perjanjian bagi hasil tidak menjadi  hapus
karema hak milik atas  tanah Derzanghutan dipindahkan
kepada pihak lain. Dalam hal demikian maka semua hak-hak,
dan kswajiban pemilik yang lama beralih hepada pemilik
yang baru atau yang menerima hak atas tanah tersebut.
Pegitu pula apabila pEDggarap meninggal dunia maka  hak
usaha bagi hasil terszebut beralih kepada ahli waris yang
paling berhak dan penguaszan serta renguEahaan tanabnya
dilanjutkan dengan hak-hak dan kewsjiban vang sama
zebagaimana ditegaskan dalam pasal & Undang-Undang No. 2
tabun 1960, Tetapi apabila pemilik tanah meninggal
dunia, maka perjanjian bagi hasil itu hapus dan ter-—
gantung kepada pihak pémilik yang baru, apakah hubungan
bagi ba=sil tersebut tetap dilanjutkan ataun perlu di-
perbaharui.

Dalam bubungan ini Eeddu Manang, penilik tanah
fwawancara tanggal 14 Agustus di Desz Barrammase) me-
nyataban zebagai berikut :

" Apabila  salah zatu pihad dalam hubungan  bagi
hasil meninggal dunia, maka segala tanah vyang
dijadikan obyek perjaniian bagi hasil  itu
dibicarakan secara kekeluargaan."

Fernyataan terssbut di zatas oleh responden, dapat di-
Larik suatu kesimpulan bahwa apabila penggarap meninggal

dunia, maka pihak pemilik tanab tidak langsung senarik




tanahnya melainkan memberikan bezempatan atan hkesediaan
bagi keluarga penggarap yang meninggal ituw untuk me-
lanjutkan tetapi kalau ternyzta keluarga yang meninggal
ini tidak ada yang bersedia lagi untuk menggarap tanah
tersebut makz pemilik tamah menarik kemball tanah 1tu dan

zplanjutnya diberikan kepada p=nggarap lain.

w

ebaliknya kalau pemilik tanab vang meninggal dunizx

tentuy bhubungan bagi hasil tergantung dari keluarganya

¥ang maling berhak, sspertl izteri/ssuami, anak dan
zaudara—saudaranya mensntukan apakah bagi ha=il
dilamjutkan atau tidak hal ini kebebasan tergantung pada
keluarga pemilik tamah tersebut.

Terlepas dari ditu, pelaksanaan retentuan Undang—
Undang No. 2 tahun 1950 di seluruh wilayah Republik
Indoneszia tentu mempengaruhi  kebiasaan—hkeblasaan dalam
masyarakat bkhususnya dalam bidang pengusahaan tanah
pertanian. Meskipun Undang-Undang tersebut  telah berlaku
==lama waktu kurang lebih T1  tahun, tetapi dalam
relaksanaannya hingga sekarang ipi khuzusnya di Kecamatan

[Sajoanging ¥Kebupatern MWajo, Undang—-Undang tersebut belum

dilaksanakan sgbagalmana mestinys Larena rupanya
masyarakat tani di iFecamatan Sajoanging terbiasa
mEngadalian perjanjiian  apapun yang menpimbulban hak dan

Lewajiban berdasarkan dengan sistem hukum adat setempat.




Sajalan dengan itu maka Soerjono Soekanto (197&6: 83)
menyatakan bahwa @

" Retapapun bezarnya =suatu peErubahan Yvang
diadakan dalam masyarakat, tak akan oungkin
berkembang, akan tetapi masyarakat tersebut
tidak akan meninggalkan yang lama dengan tiba-
tiba atau secara sekaligus.”

Dari pendapat terssbut di atas, maka penulis menarik
bezimpulan  babwa suatu peraturan perudang-undangan  yang
diadakan oleh negara tidak akan sia-=ia belaka artinya
retentuan-ketentuan atau peraturan itu akan diikuti  atau
ditaati oleh masyarakat jika peraturan perudang-undangan
itu tidak/kurang =esuai dengan kesadaran hukum atau adat
Lebiliazaan masyarakab.

Suatu  peraturan—peraturan  perundang-undangan Yang
merubah ketentuan—-kstentuan adat atau kebiasaan dalam
suatu masyarakat seperti halnya dengan Undang-Undang bagi
hazil waitu Undang-undang lMa. 2 tabun 1780, sudabh barang
tentu tidak dapat sekaligus dilakukan atau ditaati oleb
masyarakat secara serentak berangsuir—angsur sesuai dengan
tingkst vesadaran  hukum  dan  pengetabuan bulum oleh
masyarakat akan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan  adanya kenyataan itu maka  ternyata dalam
prakteknya di Kecamatan Sajoanging Daerah Tingkat IT Wajo
tetentuan bagi basil tanah pertanian tidak dilakzanakan
Il eteptuan bagi hasil tamab pertanian  tidak dilaksanakan
etentuan UU Mo. 2 tahun 1940 tetzpd wmengihuti bukum adgt

‘ana seszuai pula dengan hakekat dan tujuan dari perjanjian
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bagi hazil tanah pertanian seperti bzgi hasil untuk tanzah

basabh {(sawah) perbandingan 1 : L.

Z.& Permasalahan dan pemecahan

Di kecamatan Sajoanging Dasrah Tingkat II Wajo
berdasarkan hasil penelitian penulis, perihal kehidupan
masyarakat sehari-hari senantiasa masih berada dalam
suasana hbukum  adat yang =udah berlaku szecara  turun-
temurun, oleh karenz itu adat setempat mengatur segs=nap
aktivitas warga masyarakat Xecamatan Sajoanging dalam
mengadakan perjanjian bagi hasil yang daisebut tesenqg,
naman sesungoubnya hal terszsbut telah ada Undang-undang
yang mengatur secara Yhusus yaitu UU No. 2 tahun 1940.

Dalam hubungan  ini maka vang menjadi zesuatu

permasalaban adalah mengapalah sehingga masyarakat di

¥ecamatan Sajoanping Dasrah Tinghkat I Wajo tidak

malak=anakan peraturan psrudang-undang bagi hasil ?
Bagaimana mitode yvang s2zungguhnys digunakan agar
mazyarakat dapat menerima dan  melaksanakan ketentuan

Femecaban menuwrut hemst penuliz zebaibknya pemerintah
dazrah  Fhuzusnya muspida tingkat 11 Wajo, mengeluarkan
suate peraturan daerzah csebagal pelabkzanaan Undang-undang
Mo. 2 babun 1260 zelanjulnya pemerintalh dalam  jenjang
pika dari semua Mecanzban pang ada di Kabupaten Wajo,

mengadalkan  koordipasi langsunng kepada tokoh masyarakat
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agar membantu pemerintah dalam memasyarakatkan pe—
lakzanaan Undang-undang Mo. 2 tabun 19&60.

Femecaban ini didasarkan atas, peranan yang tumbub
dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri, dimana tokoh
masvarakat =angat memsgang peranan untuk dapat mengubab
situzzi dan kondisi dalam wilayahnya sendiri.

Sesuatu hal vyang dapat dipastikan bahwa tokoh
masyarakat dalam zustu lingkungan tidak munghkin orang awam

dengan %ata lain sama dengan petani penggarap, melainkan

paling tidak merska-mereka inilah yang menjadi tuwan  tanab
zehingaa Jjika pemerintah mengadakan pendekatan terhadap
tokoh-tokol masyarakat dalam wilayah itu sendiri. Tetapd
halaw pelaksanaan suatu undang—undang Yang srat
hubungannys  dengan peri  kehidupan dan penghidupan
mazyarakat vyang dilaksanakan dengan jalan memaksa, tentu
cara =Emac &m ini akan  menimbulkan berbagai MEc am
kesulitan.

Terlebih—lebih seperti diketahui babwa hukum adat di
dalam maszyarakat sangat besar pengarubnya terhadap
masyarakat, sebab adat atauw hebiasaan yang sda =erta ber-
1aku di dalam masyarakat merupakan aspelk kebudayaan yang
merupskan hasil karya, rasx darn cipta, wntuk itu =egala
—seuatu ketentuan yang hendak diperlukan dalam maszyarakat

seyogianya disejajarken  dengan zistem hubkum  adat  yang

herlaku dalam lingkungan itu. Seperti bhalnysa dengan
Undang—wundang No. Z tabun 19&0, sang =ebenarnya harus

herlaky secara nasional tztapl kenyataannya tidalk berlaku

di Vabupaten Wajo.
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4.1 Simpulan

Eabwa pelakzanaan bagi hasil  tanah pertanian
vhususnya di Kecamatan Sajoanging Dasrah Tingkat
11 MWajo asdalabh berdaszarkan hukwns  sdat setempat
dengan imbangan bagi haszil 1 : L .

Sgpanjang penslitian penulizs ternyata pelaksanaan

Undang-undang bagi hasil tanah pertanian &e2lum

efektif dalam pelakzanaannya di  Kecamatan Sajo-

anging Daerab Tingkat II Wajo.

Faktor—Taktor yang menghambat pelab=anaan ndang-

undang Bagi Hasil di ¥ecamatan Sajoanging Daerah

Tingkat II Wajio, dipengss-ubhi oleh

a. Mepgakarnya hkebizzazan setempat dalam masyarakat
sehingga susah dipengaruhi perkembangarn.

b. Tidak adanya perhatian pemerintah untuk me-
mazyarakatkan Undang-undang HEagi Hasil ter-
=ebut.

c. Yuranognya penyulubsn-penyuluban yang diterapkan
di dalam masyarakat.

Undang—undang Mo, 2 tahan 19850, mempunyal  per—

bedaan dengan  sistesn  hubkum  adat di Kecamatan
Szioanging, sopeyta Lt Tlagad Ha=11 menohendalki,
pErijaniian bagi hazil harus dilaksanalian di
Hadapan Fepala Desza dan perjanjian tersebut harus
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tertulis, disaksikan oleb dua crang saksi dari

]

kedua belah pihak, adanyas tenggang waktu Z tabun
untuk sawab dan 5 tabun terhadap tanabh kering,
zemuanya ini zistem hukum adat tidak mengenalnya.

Parjanjian bagi hasil di Kecamatan Sajoanging
zdalah perjanidian timbal balik yang mana ditenal
dengan istilah to—mappteseng (pemilik tapah) serta

pengnarap dizebul fo—-mateseng.

4.2 Saran

g

Untuk melakszrnakan ketsntuan Undang—undang No. 2
tahun 19&0, disarankan kepada Femsrintah Daerah
Timgkat II Udajoc (Bupati Kepala Daerah ) agar
seqsEra menerbitkan Feraturan Daerahb sebagai
realizazi pelaksanasn Undang-undang Ragi Haszil.
Hendaknya pihak pemerintab cg. Camat bekeria sama
dengan  aparat Keluraban atau Desa meEngadakan
penyunliuban di setiap ads teramaian atan  peartemuan
gi Balai-balai Dess dengan  menberikan  petunjuk
dan penjglasan kepada wairga masvarakat sshubungan
dengan pelakzansan UL Mo, 2 tahun 1960,

Diharapkan partisipasi darl semua tokoh masyarakat
Pasrah Tingkat II Hajo untuk mengambil  bagian
dalam ikut =zerta memasyarakatkan Undang-undang

bagi hazi) sebagal =zalah =atu produk nasionsl .
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